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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Tsa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (Shad Ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (Tha Ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
 Gain G eg غ





 Qaf Q Qi ق
 kaf  K Ka ك
 Lam L Ei ل
 Mim M Em م
 nun  N En ن
 Wawu W We و
 ha  H Ha ه
 Hamzah ’ Apostrof أ
 ya’ Y Ye ي
Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda Nama Haruf Latin Nama 
ــ   FATḤAH A A ـ 
ــ   KASRAH I I ـِ




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 





Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
 Fathah dan alif ا |ى
atau ya 




Kasrah dan ya I i dan garis 
di atas 
 Dammah dan و
wau 
U u dan garis 
di atas 
4. Ta’Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah [n]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 
ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufآل(alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 







Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal 
kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 
umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 





kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK 
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Judul : Efektivitas Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang kelas I-B 
 
Skripsi ini merupakan studi tentang Efektivitas Pelaksanaan Perma No.1 
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B. Di 
buat dengan tujuan untuk mengetahui prosedur mediasi di pengadilan Agama 
Pinrang Kelas I-B, untuk mengetahui peluang dan tantangan mediasi di Pengadilan 
Agama Pinrang Kelas I-B juga menganilisis efektivitas Mediasi di Pengadilan 
Agama Pinrang Kelas I-B. 
Jenis penelitian yang di gunakan dalam studi ini yaitu field research kualitatif 
deskriptif.dimana mengambarkan secara kualitatif mengenai objek yang di kaji 
berdasar kenyataan yang ada di lapangan dengan pendekatan yuridis.Sumber data 
penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan interview (wawancara). 
Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan sistem analisis 
deskriptif. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksaan Mediasi di Pengadilan 
Agama Pinrang kelas I-B telah sesuai dengan Prosedur yang tertuang dalam Perma 
No.1 Tahun 2016. Faktor yang paling menghambat peluang keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B adalah kurangnya partisipasi para pihak 
berperka.Pihak tergugat tidak hadir setelah di panggil secara patut sehingga 
kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak dapat dilakukan. Sementara 
itu, Pelaksanaan Mediasi di pengadilan Agama Pinrang kelas I-B belum efektif, di 
tinjau dari jumlah perkara perdata yang terdaftardengan jumlah yang berhasil di 
mediasi, yakni pada tahun 2018 ada 883 perdata gugatan dan yang berhasil mediasi 
sebanyak 1 dengan nomor 50/Pdt.G/2018/Pa Pinrang jenis perkara sengketa waris. 
Tahun 2019 ada 1.062 perdata gugatan dan yang berhasil di mediasi sebanyak 1 
dengan Nomor 635/Pdt.G/2019/Pa Pinrang jenis perkara cerai gugat. Sementara di 
pertengahan tahun 2020 ada 394 perdata gugatan dan hingga periode bulan Mei 
perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 1 dengan nomor 109/Pdt. 
G/2020/Pa.Pinrang jenis perkara cerai gugat. 
Implikasi dari penelitian ini adalahAgar Hakim mediator di Pengadilan 
Agama Pinrang Kelas I-B mengevaluasi pelaksanaan mediasi di pengadilan.Kepada 
para pihak yang bersengketa agar lebih mengutamakan perdamaian dalam 
menyelesaikan masalah. 







A. Latar Belakang 
Perdamaian merupakan suatu cara yang sangat efektif dalam upaya 
penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Hal tersebut telah di pertegas dalam 
Undang-undang Dasar 1945 dan aturan lain diantaranya Undang-undang No. 4 tahun 
2004 tentang kekuasaaan kehakiman dimana pada pasal 3  tertera bahwa 
“Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit 
tetap di perbolehkan” sebagaimana telah di ganti dengan Undang-undang No. 48 
tahun 2009. Pengertian perdamaianmenurut Hukum positif sebagaimana di 
cantumkan dalam pasal 1851 KUHPerdata adalah suatu perjanjian diamana kedua 
belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, 
mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu 
perkara kemudian. 
 Eksistensi mediasi lebih di perjelas dengan Undang-undang No. 30 tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Sesuai dengan bunyi 
pasal 1 angka 10 bahwa “ Alternatif  penyelesaian sengketa adalah lembaga 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para 
pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 
negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. 
Di indonesia sejak dahulu dikenal lembaga musyawarah yang berisi aktivitas 





dalam masyarakat. Hal yang ingin dicapai dalam musyawarah adalah 
penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi secarara kekeluargaan.1 
Penyelesaian konflik melalui musyawarah tidaklah menjamin terjalinnya 
perdamaian, adakalanya musyawarah tidak mampu menghasilkan kesepakatan-
kesepakatan antara kedua pihak yang saling bersitegang untuk tetap mempertahankan 
kepentinggannya masing-masing.Atas dasar itu perlunya dibentuk suatu lembaga 
peradilan yang berfungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara. 
Dalam hal penyelesaian perkara terdapat dua cara, yakni penyelesaian 
perkara melalui jalur litigasi, dan non litigasi.Jalur litigasi adalah penyelesaian 
perkara di lembaga peradilan melalui proses persidangan dan non litigasi terdapat 
empat cara yakni  negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. 
Lembaga peradilan merupakan salah satu lemabaga yang berperan selama 
ini.Namun putusan yang diberikan pengadulan belum mampu menciptakan kepuasan 
dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan 
cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang 
mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut 
akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya, pihak yang tidak mengajukan bukti 
bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut akan dikalahkan oleh 
pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini, 
penyelesaian sengketa melalui jalan pengadilan menuntut pembuktian formal, tanpa 
 





menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah 
merupakan hasil akhir yang akan di tuai para pihak, jika sengketa tersebut 
diselesaikan melalui jalur prngadilan.2 
Pada umumnya penyelesaian perkara degan jalur litigasi, marak di gunakan 
dan tingkat peminat yang tinggi. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 
Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Penyelesaian sengketa melalui proses persidangan dan putusan hakim melalui 
proses pembuktian di persidangan masih menjadi pilihan banyak kalangan di 
Indonesia. Dengan kata lain, produk hukum berupa putusan hakim adalah sesuatu 
yang oleh banyak masyarakat kita dianggap sebagai pilihan meyakinkan umtuk 
mengakhiri atau menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam 
masyarakat.3 
Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu 
yang di atur dalam undang-undang ini. Penegasan dari undang-undang ini adalah 
masalah perkara perdata tertentu, yang lebih tegas lagi adalah perdata tertentu tidak 
bersifat umum. Perkara tertentu tersebut dilaksanakan oleh badan kekuasaan 
 
2Syahrizal Abbas, Mediasi, (Jakarta: Kencana. 2009). h. x 





kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang di laksanakan oleh Pengadilan 
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.4 
Salah satu faktor pendukung jumlah perkara perdata yang masuk di 
pengadilan tidak mengalami penurunan ialah karena jalur kitigasi kebih dikenal 
dikalangan praktisi hukum dan tersosialisasi secara luas dan merata di kalangan 
masyarakat, baik yang faham maupun yang masih awam pengetahuan tentang dunia 
hukum. 
Realitas yang menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam memilih jalur 
litigasi adalah adanya ribuan perkara kasasi di Mahkamah Agung.Hal itu 
mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan keadilan atas 
sengketa yang terjadi di antara mereka melalui suatu putusan oleh hakim yang 
dilakukan dalam lembaga peradilan (Court Dispute Resolution). Karena itu, 
pembahasan terhadap lembaga perdamaian (Dading) sebagai salah satu konsep 
penyelesaian sengketa  (Dispute Resolution Concept) yang berada dalam koridor  
lembaga peradilan (court) menjadi sangat signifikan untuk dilakukan.5 
Dalam sistem Hukum Islam dikenal istilah islah dan hakam, yang memiliki 
makna yang sama dengan pengertian Mediasi yakni metode penyelesaian konflik 
dengan jalan perdamaian.  
Dengan demikian, kita lihat bahwa hakam dalam hukum Islam ini 
mempunyai kesamaan dengan mediator. Keduanya ( baik mediator maupun hakam ) 
 
4Supardin,  Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Alauddin University Press). h. 147  





tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang di lakukan pihak ketiga.6 
Sebelum wacana mediasi digunakan dahulu lebih dikenal istilah lembaga 
damai / dading,  hal ini diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBG. Eksistensi mediasi 
pun tidak luput dari sejak di berlakukannya Sema No. 1 Tahun 2002 yang lebih 
menekankan kepada para hakim agar berperan aktif dari yang dulunya pasif dalam 
upaya penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian. Keberadaan Sema No. 1 
Tahun 2002 kemudian dengan cepat di ganti dengan lahirnya Perma No. 2 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. 
Terdapat dua macam mediasi, mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di 
luar lingkup pengadilan.Mediasi di yang di lakukan di dalam pengadilan di atur 
dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.Mediasi yang di lakukan di luar lingkup 
pengadilan diatur berdasarkan Undang-undang 30 Tahun 1990 tentang Arbitrasi dan 
alternatif penyelesaian sengketa. 
Laurence Bolle menyatakan “mediation is adecision making process in which 
the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process 
of decision making and to assist the partiest the reach and out come to which of them 
assent .” 
MenurutRetnowulanSutiantoMediasiadalahpemberianjasabaikdalambentuk 
saran untukmenyelesaikansengketa para pihakolehseorangahliataubeberapaahli yang 
diangkatoleh para pihaksebagai mediator.AdapunPerma No. 1 Tahun 2016 padapasal 
 
6Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 





1 ayat 1 Mediasiadalahcarapenyelesaiansengketamelalui proses 
perundinganuntukmemperolehkesepakatan para pihakdengan di bantu oleh Mediator. 
Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam 
peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di 
Pengadilan.Mediasi  adalah penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan dengan 
di bantu oleh mediator (pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral 
dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai 
kemungkinan penyelesaian sengketa (pasal 1 butir 5) 7. 
Dari beberapa penjelasan tentang Istilah Mediasi, sangat jelas bahwa mediasi 
melibatkan keberadaan pihak ketiga yang di tuntut untuk bersifat netral,tidak pihak, 
yang akan berfungsi sebagai mediator. sebagai pihak ketiga yang independen, 
mediator berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kemauan 
para pihak namun tetap sesuai pola prosedur yang telah di atur.  
Dalam proses penyelenggaraan mediasi pada umumnya bersifat rahasia atau 
tertutup. hanya para pihak yang bersangkutan dan mediator yang dapat menghadiri 
proses mediasi. Hal inilah yang menjadi nilai tambah dan daya tarik mediasi bagi 
sebagian orang yang tidak menginginkan masalah sengketanya tersebar luas melalui 
orang ke orang ataupun media massa. 
Setelah Indonesia merdeka dan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan 
kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Pasal 24 UUD 1945 tentang 
kekuasaan kehakiman, Mediasi didalam Pengadilan (court annexed mediation) mulai 
 





berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung 
(PERMA) No. 2 Th. 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini 
mempunyai tujuan menyempurnakan Surat Edaran MahkamahAgung (SEMA) No 1 
Th. 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam 
Mengaplikasikan Instansi Damai seperti ditata dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch 
Reglemen (HIR) serta Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). 
Pasal 130 HIR serta 154 RBg seperti di ketahui mengatur mengenai instansi 
perdamaian serta mewajibkan hakim untuk terlebih dulu mendamaikan beberapa 
pihak yang berperkara sebelumnya perkaranya di check.8 
Setelah terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan  yang merupakan penyempurnaan dari Perma No. 2 Tahun 2003  dan 
Perma No. 1 Tahun 2008 secara lebih luas membahas peraturan, serta pengertian-
pengertian baru mengenai mediasi. 
Dengan berlakunya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan ini sebagai tuntutan bagi penegak hukum maupun para pencari keadilan 
agar bersifat aktif dalam menyelenggarakan upaya perdamaian di pengadilan. 
Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 B terdapat 1.245 
perkara yang diterima  pada tahun 2018. Perkara perdata yang di tangani Pengadilan 
Agama Pinrang meliputi sengketa perkawinan, warisan, wasiat, hibah, sedekah, 
 
8Dr. dwi rezki sri astarini, S.H., M.H, Mediasi pengadilan: salah satu bentuk penyelesaian 






zakat, dan ekonomi syari’ah.Perkara yang dominan di tangani yaitu perkara 
perceraian. 
Pada pertengahan bulan Februari 2018, pengadilan Agama Pinrang berhasil 
melakukan upaya perdamaian melalui mediasi. Dalam hal ini  perkara Mal waris 
dengan Nomor 50/Pdt.G/2018/Pa.Prg dengan Mediator Drs. Syamsur Rijal Aliyah, 
S.H., M.H., dengan membuatkan putusan akta perdamaian.Dengan ini, penulis 
menjadikan Pengadilan Agama Pinrang sebagai Obyek penelitian yang berkaitan 
langsung dengan Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang. 
Berdasarkan uraian teks pe di atas, maka penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 B”. 
B. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian  
Penelitian ini di Fokuskan pada Efektivitas Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 B 
meliputi proses mediasi di Pengadilan agama, pengaruh Perma No. 1 Tahun 
2016 terhadap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang 
serta kendala-kendala mediator dalam merealisasikan perdamaian melalui 
mediasi. 





Efektivitas adalah upaya untuk mengukur kebersihasilan seatu pekerjaan  
dengan menggunakan metode tertentu. 
3. PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah Peraturan Mahkamah Agung  Tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
4. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa untuk memperoleh perdamaian 
antara dua pihak yang saling berselisih dengan menggunakan pihak ketiga. 
C. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka permasalah-
permasalahan yang muncul adalah: 
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang? 
2. Bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 
Pinrang? 
3. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang? 
D. Kajian Pustaka 
Topik mengenai upaya Perdamaian dengan jalan Mediasi telah banyak di  
ulas baik di buku-buku maupun dalam karya Tulis dan penelitian yang tentunya 
memiliki pembahasan berbeda variasi di antaranya: 
1. Buku karya  Nurnaningsih Amriani, S.H,. M.H  dengan judul Mediasi 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Buku yang di 
terbitkan pada tahun 2012 ini di dalamnya memuat tentang pentingnya 
mediasi,tinjauan umum tentang alternatif penyelesaian sengketa, 
mediasi dalam sistem Hukum Indonesia dan potensi 





tentang Prosedur mediasi dan hambatannya dan hambatan penerapan 
Perma No.1 Tahun 2008. Dalam bukunya beliau menyatakan bahwa 
mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar 
menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik 
antara mereka di masa depan.Jika ada keinginan untuk menyelesaikan 
persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka 
mediasi adalah pilihan yang tepat. 
2. Buku karya Maskur Hidayat, S.H.,M.H dengan judul Strategi dan 
Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Buku yang terbit pada tahun 2016 ini 
di dalamnya memuat tentang sejarah dan perkembangan mediasi, 
pokok-pokok mediasi berdasarkan perma No. 1 Tahun 2016, pihak-
pihak yang berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi serta kendala dan 
solusi mediasi. Dalam bukunya beliau menekankan peran Mediator 
sebagai salah satu faktor pendorong keberhasilan mediasi terhadap 
dua orang yang saling bersengketa. 
3. Skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi Hakim di Pengadilan 
Agama Surakarta Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat” yang di 
tulis oleh M. Rizal Abdul Majid, Nim. 122121046, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2017. Skripsi ini di fokuskan 
pada upaya mediasi di Pengadilan Agama Surakarta dan dikhususkan 
pada perkara cerai gugat. Dalam menyusun karya ini, penulis 





dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yakni mengaitkan data-data 
yang di peroleh baik secara tekstual maupun kontekstual kedalam 
tulisan guna dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Sedangkan data 
yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.  
Hasil penelitian dari analisis tentang efektivitas mediasi hakim 
di Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara cerai 
gugatn dapat disimpulkan bahwa proses mediasi sudah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu 
kendalanya adalah salah satu pihak tidak hadir dalam sidang mediasi, 
hal ini sangat mempengaruhi efektivitas upaya hakim mediator agar 
merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai. 
4. Skripsi dengan judul “efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (studi kasus di 
Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)” di tulis oleh Arief Muslim, 
Nim. 132111098, Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2017. 
Skripsi ini di fokuskan pada penerapan dan kefektifan pelaksanaan 
mediasi yang di lakukan oleh para hakim mediator di Pengadilan 
Agama Semarang  setelah di keluarkannya Perma No. 1 Tahun 2016 
Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam menyusun karya ini, 
penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, selain itu 
penelitian ini juga termasuk dalam jenis hukum empiris, penelitian 
hukum empiris merupakan istilah lain yang di gunakan dalam 





Sumber data yang di gunakan dalam penelitian yurudis 
empiris/sosiologis  ini diperoleh dari pengumpulan data primer dan 
sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi pasca Perma No. 1 
Tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang belum begitu efektif. Hal 
ini berdasarkan laporan mediasi tahun 2016 jumlah perkara yang di 
mediasi per bulan Maret adalah sebesar 568 dan yang berhasil di 
mediasi hanya  10 perkara. Jika di persentasikan tingkat keberhasilan 
mediasi di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 adalah 1.7 
% sedangkan pada tahun sebelumnya persentasi tingkat keberhasilan 
mediasi adalah 2.6 %. 
5. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama 
Tulungagung dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” di tulis oleh 
Umi Afifah, Nim. 3222113031, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung Tahun 2017. Skripsi ini di fokuskan pada pelaksanaan 
mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung. Jenis Penelitian yang 
digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif dan penelitian 
khusus dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini 
menghimpun informasi terkait dengan prosedur mediasi. 
Dari Hasil Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pengadilan agama 
tulungagung telah menjalankan amanat Perma No. 1 Tahun 2016 





mediasi masih sangat rendah, berdasar pada data Tahun 2016 terdapat 
427 kasus yang di mediasi 6 diantaranya dilaporkan berhasil 
sedangkan sisanya tidak dapat di laksanakan. 
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 
Dari beberapa peneltian, buku, dan perundang-undangan di 
atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian tentang efektivitas 
mediasi sudah pernah di lakukan sebelumnya di antaranya surakarta, 
semarang dan tulungagung. Namun penelitian tentang efektivitas 
mediasi di Pengadilan Agama pinrang belum dilakukan sebelumnya, 
oleh karenanya penulis tertarik mengangkat judul penelitian 
“Efektivitas Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B”. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka 
tujuan yang hendak di capai pada penelitian ini adalah: 
a. Untukmengetahuiprosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 
Pinrang? 
b. Untukmengetahui peluang dan tantangan pelaksanaan mediasi di 
Pengadilan Agama Pinrang? 







a. Penelitian ini sebagai salah satu syarat menjadi sarjana hukum di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
b. Penelitian ini diaharapkan dapat menambah khasanah ilmu 
pengetahuan penulis maupun pembaca khususnya dalam bidang 
Mediasi. 
c. Menjadi referensi bacaan bagi masyarakat pada umumnya dan para 
akademisi hukum. 











A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 
1. Pengertian Mediasi 
Dari segi bahasa, Mediasi berasal dari kosakata bahasa inggris yakni 
mediation yang berarti perantara. Istilah mediasi juga berkembang dari bahassa latin, 
mediare artinya berada di tengah. Hal ini merujuk pada makna mediasi  sebagai 
penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang 
menengahi disebut mediator. 
 Dalam literatur Hukum di temukan banyak defenisi tentang mediasi, 
misalnya dalam Black’s Law Dictionary dikatakan Bahwa mediasi dan mediator 
adalah: 
Mediation is Private, informal dispute resolution process in which a neutral 
third person, the medaitor, helps disputing parties to reach an agreement. 
The mediator has no power to impose a decission on the parties.  
Dalam buku Business Law, Principles, Cases and Policy Karya Mark E Roszkowki 
dikatakan bahwa: 
Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the 
mediator, helps to resolve a dispute. A mediator generally has no power to 
impose a resolution. In many respect, therefore, mediator can be considered 





Dalam kamus Besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang di maksud 
dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan 
suatu perselisihan sebagai penasihat. 
Munir Fuady merumuskan  bahwa, mediasi adalah suatu proses negosiasi, 
untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang 
akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi 
dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. 
Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ke tiga yang bersikap netral 
(non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak yang bersengketa.9 
Takdir Rahmadi dalam bukunya yang berjudul Mediasi Penyelesaian 
Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, mediasi adalah suatu proses penyelesaian 
sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan 
bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.10 
Pada umumnya mediasi telah di definisikan sebagai proses penyelesaian 
sengketa dimana pihak-pihak setuju untuk secara sukarela merujuk perselisihan 
mereka kepada pihak ketiga yang independen yang bertindak sebagai fasilitator yang 
mendorong para pihak untuk mencapai resolusi mereka sendiri.11 
 
9Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti. 2013). h. 98. 
10Takdir Rahmadi, Mediasi. Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat,(Jakarta: 
Raja Grafindo Persada. 2011). h. 12. 
11Ismail Rumadan, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri, (Jakarta: 





Secara Yuridis, dalam Pasal 1 ayat (7) Perma No. 1Tahun 2008 pengertian 
mediasi adalah: 
“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” 
Adapun Menurut Perma No.1 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalamm pasal 
1 ayat 1 bahwa: 
“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.” 
Dari beberapa rumusan atau defenisi mengenai mediasi tersebut di atas, maka 
bisa di ambil beberapa unsur penting antara lain: 
1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan 
perundingan. 
2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya di terima oleh 
pihak yang bersengketa  
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk 
mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi. 
4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak 
yang bersengketa . 









2. Dasar Hukum Mediasi 
a. Dalam al qur’an 




























Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, 
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 




















(Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.perumpamaan cahaya Allah, 
adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus[1039], yang di dalamnya ada 
Pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang 
bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang 
berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) 
dan tidak pula di sebelah barat(nya)[1040], yang minyaknya (saja) hampir-
hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya 
(berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia 
kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi 
manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 
 
yang dimaksud lubang yang tidak tembus (misykat) ialah suatu lobang di 
dinding rumah yang tidak tembus sampai kesebelahnya, Biasanya digunakan untuk 
tempat lampu, atau barang-barang lain. 
 Maksudnya: pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit ia dapat sinar matahari 
baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga 





b. Dalam as sunnah 
Persengketaan pernah terjadi yang diputuskan melalui arbitrase dikalangan 
sahabat. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya arbitrase telah menjadi keharusan 
bagi para pihak yang berkonflik untukmengedepankan rasa perdamaian dan 
persaudaraan diantara mereka13 
ام    ر   ع ن   ه مه ع م  ن ا  م  ب ر  اقِ  أ خ  زه ب نُ  ع ب دُ  الره ن ُصور  ن ام  ب ر  دهث ن ا أ خ  اقُح  ح   إِس 
لهم     س  ل ي هِ  و  ُ  ع  لهى  ّللاه ُسولُ  ّللاه  ص  ُ  ق ال ع ن هُ  : ق ال   ر  ِضي   ّللاه ة   ر  ي ر   أ بِي هُر 
سُ  ي ع ِدلُ  ب ي ن      لُعُ  فِيهِ  الشهم  م   ت ط  د ق ة   ُكله  ي و  ى  ِمن   النهاس  ع ل ي هِ  ص  م   ُكل   ُسَل 
د ق ة النهاِس    ص 
“Telah bercerita kepada kami [Ishaq bin Manshur] telah mengabarkan kepada 
kami ['Abdur Rozaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'amr] dari 
[Hammam] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap ruas tulang pada manusia wajib 
atasnya shadaqah dan setiap hari terbitnya matahari di mana seseorang 
mendamaikan antara manusia maka terhitung sebagai shadaqah”14 
c. Dalam sistem Peradilan Indonesia. 
1) Pancasila dan UUD 1945 bahwa penyelesaian sengketa adalah 
musyawarah untuk mufakat 
 
13Yusna Zaidah, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari’ah di 
Indonesia, Cet 2, 2015 Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 98 
14Sahih Bukhari No 2508, berdasarkan Fu’ad Abdul Baqi, Bab Perdamaian: Keutamaan 





2) HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 yang telah mengatur tentanfg 
Lembaga perdamaian 
3) UU No. 1 Tahun Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 39, UU 
Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 
Tahun 2006 jo.  
4) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82. 
5) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan pasal 31 
6) KHI pasal 115, 131 ayat (2) ayat (1) dan (2), dan pasal 144 
7) Surat edaran Mahkamah Agung  (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberdayaan  Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lemabaga 
damai 
8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan  
9) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan 
10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan 
d. Di luar sistem peradilan 
11) UU No. 30 Tahun 1989 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
Pasal 6  
3. Tahapan Prosedur Mediasi 
Pada awal tahun 2016 Mahakamah Agung menerbitkan Perma no. 1 Tahun 





penyempurnaan dari Peraturan tentang mediasi sebelumnya.Secara lebih dalam luas 
Dalam perma ini di bahas mengenai Peraturan, tata kelola, serta Peraturan-peraturan 
baru mengenai mediasi.15 
Pada masa sebelum pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2016 pelaksanaan 
mediasi hanya boleh dilakukan seorang mediator yang dipilih oleh pihak yang 
bersengketa.Mediator tersebut bisa dari dalam atau luar pengadilan.Tetapi saat ini 
untuk lebih memberi keleluasaan kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa. 
Serta dalam hal terdapat sengketa yang tingkat kesulitan tinggi untuk mempercepat 
proses penyelesaiannya di mungkinkan untuk ditangani lebih dari satu mediator .16 
Tahap-Tahap Perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan melalui lembaga 
Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Pra Mediasi 
Pada hari sidang yang telah di tentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim 
Pemeriksa Perkara mewajibkan Para pihak untuk menempuh mediasi (pasal 17 ayat 
1). Pihak yang tidak hadir pada sidang pertama akan dipanggil sekali lagi sesuai 
dengan praktik hukum acara. Mediasi akan tetap diselenggarakan setelah 
pemanggilan dilakukan walaupun seluruh phak tidak hadir.  
pasal 6 bahwa Hakim pemeriksa perkarawajib menjelaskan prosedur mediasi kepada 
para pihak yang meliputi: 
a. pengertian dan Manfaat mediasi 
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b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi 
berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses 
mediasi 
c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non Hakim dan 
bukan pegawai pengadilan  
d. pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian 
atau pencabutan gugatan dan 
e. kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi 
Setelah hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak 
sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 6, maka hakim menyerahkan 
formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan 
bahwa para pihak memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap 
dari hakim pemeriksa perkara, para pihak memahami dengan baik prosedur 
mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik. Kemudian 
formulir penjelasan mediasi tersebut di tandatangani oleh para pihak atau 
kuasa hukumnya lalu di satukan dengan berkas perkara yang nantinya akan 
dimuat dalam berita acara sidang. 
Setelah memberikan penjelasam ,Hakim pemeriksa perkara mewajibkan 
para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 hari berikutnya untuk 
berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin mungkin 
timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai 





dalam jangka waktu 2 hari, maka ketua majelis Hakim Pemeriksa perkara 
segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan. 
jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa 
perkara dan pegawai pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim 
pemeriksa perkara menunjuk salah satu Hakim pemeriksa perkara untuk 
menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat 
(pasal 20 ayat 4) 
Jika para pihak telah memilih mediator atau ketua majelis hakim 
pemeriksa perkara menunjuk mediator, ketua majekis hakim pemeriksa 
perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan 
mediasi dan menunjuk mediator. 
12) hakim pemeriksa perkara kemudian memberitahukan penetapan kepada 
mediator melalui panitera pengganti. 
Hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan 
kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi (pasal 20 ayat 7) 
pasal 21 ayat 1 dan 2 bahwa mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan 
mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator. Dalam hal 
mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa hakim pemeriksa 
perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru 
sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi. 





Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 24 ayat 1-4 bahwa dalam waktu paling 
lama hari terhitung sejak penetapan, para pihak dapat menyerahkan resume perkara 
kepada pihak lain dan mediator. 
Proses mediasi berlangsug paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah 
melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat 
diperpanjang paling lam 30 hari terhitung sejak berkahir jangka waktu. 
Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan 
jangka waktu mediasi. 
Pasal 25 ayat 1 bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada 
posita dan petitum gugatan. 
Sesuai dengan isi pasal 26 ayat 1 bahwa atas persetujuan para pihak dan / atau 
kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.  
Pada pasal 27 ayat 1-6 menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, 
para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis 
dalam kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh para pihak dan mediator, 
dimana dalam isi kesepakatan tersebut mediator wajib memastikan kesepakatan tidak 
memuat ketentuan yang: 
a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan  
b. merugikan pihak ketiga, atau 





Proses mediasi yang di wakili oleh kuasa hukum, penandatangananan 
kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para 
pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang di capai. 
Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada 
hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. 
Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian di kuatkan dalam 
akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. 
Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim 
pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. 
Setelah menerima kesepakatan perdamaian , hakim pemeriksa perkara segera 
mempelajari dan menelitinya dalam jangka waktu paling lama 2 hari. Akta 
perdamaian yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah di jelaskan 
sebelumnya, makam hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan 
perdamaian kepada mediator dan par apihak disertai petinjuk tentang hal yang harus 
di perbaiki.kemudian, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian 
yang telah di perbaikij kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 7 hari sejak 
tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. paling lama 3 hari setelah menerima 
kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan, maka Hakim pemeriksa 
perkara  menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian. 
Kesepakatan perdamaian yang di kuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada 





Pada pasal 32 ayat 1-3, apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau 
tidak dapat di laksanakan, Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil 
mencapai kesepakatan dan memberitahuknnya secara tertulis kepada hakim 
pemeriksa perkara, dalam hal: 
a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu 30 hari 
berikut perpanjangannya sebaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan 
ayat (3), atau 
b. para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e. 
Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan 
memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal: 
a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata 
berkaitan dengan pihak lain yang: 
1. tidak di ikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang 
berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi 
2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak 
berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di 
persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi, atau 
3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak 
berperkara lebih dari satu subyek hukum dan hadir di persidangan, 





b. melibatkan wewenang kementrian/ lemabaga/ instansi di tingkat pusat/ 
daerah dan/ atau badan usaha milik Negara/ Daerah yang tidak menjadi 
pihak berperkara, kecuali pihak nberperkara yang terkait dengan pihak-
pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementrian/ 
lembaga/ instansi dan/ atau Badan Usaha milik Negara/ Daerah untuk 
mengambil keputusan dalam proses mediasi 
c. para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik baik sebagaimana dimkasud 
dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. 
 Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), Hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan 
pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 
4. Prinsip-prinsip Mediasi 
Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar 
yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa 
sepan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persolan tanpa niat permusuhan 
secara lama dan mendalam , maka mediasi adalah pilihan yang tepat.17 
Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut: 
a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas 
kesukarelaan melalui suatu perundingan 
b. Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi 
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c. Upaya maksimal untuk mencapai mufakat  
d. Penggunaan pendekatan restrukturisasi dengan pola “best commercial 
practice” 
e. Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.18 
Karakteristik dari Prinsip dalam suatu mediasi yaitu: 
Voluntary, Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan 
kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari 
pihak-pihak lain atau pihak luar.19 
Accessible, setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada 
suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik anatar mediasi yang 
satu dengan yang lainnya.20 
Interest Based, Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih 
untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak.21 
Fleksibel, para pihak dapat terkesan tidak kaku dan para pihak juga dapat mendesain 
sendiri prosedur mediasi dengan bantuan mediator. 
Confidential, para pihak dapat menambah kepercayaan diri untuk menyatakan apasaj 
dan terbuka demi kepentingan mediasi 
Fasilitative, mediasi merupakan kreativitas dan pendekatan pemecahan masalah 
terhadap persoalan yang di hadapi dan bergantung pada mediator untuk membantu 
para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak dapat memihak.22 
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Future looking, mediasi lebih menjaga hunungan anatara kedua belah pihak yang 
saling berselisih, hal ini akan membawa dampak yang baik bagi keutuhan 
kekerabatan keduanya. 
Partiest Oriented, dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang 
berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan 
penyelesaian tanpa terlalu bergantung pada pengacara23 
Partiest Control, penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari 
masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk mencapai 
kesepakatan.Pengacara tidak dapat mengulur-ulur waktu atau memanfaatkan 
ketidaktahuan klien dalam beracara di pengadilan.24 
 Penyelesaian sengketa melalui forum mediasi memberikan peran dan 
kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang sama, kreativitas solusi 
mereka, misalnya penyelesaian kerahasiaan yang menguntungkan pihak yang 
bersengketa yang mengangkat isu tapi tidak pada orang lain. Dengan kata lain, 
kerahasiaan proses tersebut dapat menyembunyikan hasil tertentu yang mungkinn 
telah menyebabkan pengamatan perilaku publik yang lebih besar jika merupakan 
rekaman terbuka dan publik. Misalnya, perusahaan dapat menyalahgunakan fitur 
kerahasiaan dari penyelesaian yang di mediasi untuk menyembunyikan praktek dan 
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aktivitas buruk mereka sendiri dari mata publik dengan dalh melindungi rahasia 
dagang atau operasi bisnis.25 
 
5. Tujuan dan Keuntungan Mediasi 
Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan 
sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat di manfaatkan oleh mereka 
yang tengah bersengketa.  Pertama, penyelenggaraan proses mediasi tidak di atur 
secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki 
keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk formalisme, seperti 
halnya dalam proses litigasi. Dalam literature sering di sebutkan keluwesan atau 
fleksibilitas dari proses mediasi di bandingkan dengan proses litigasi, merupakan 
unsur yang mejadi daya tarik daei mediasi karena para pihak dapat dengan segera 
membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas 
atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.26 
Menurut Leo Kanowittz, mediasi memiliki keunggulan-keunggulan, sebagai 
berikut: 
1. relatif lebih murah di bandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain; 
2. adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan 
adanya rasa memiliki putusan mediasi ; 
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3. dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi 
sendiri sengketa-sengketanya di kemudian hari; 
4. terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang 
merupakan dasar dari suatu sengketa; 
5. membuka kemungkina adanya saling percaya di anatara para pihak yang 
bersengketa, sehingga dapat di hindari rasa bermusuhan dan dendam.27 
Christopher W. Moore,28 menyebutkan beberapa keuntungan yang sering kali 
di dapatkan dari mediasi. yaitu: 
1. Keputusan yang Hemat 
Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dari 
pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus di 
keluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut atau bentuk-bentuk 
pertikaian lainnya. 
2. Penyelesaian Secara cepat 
Pada zaman dimana persoalan bisa makan waktu sampai satu tahun untuk 
disidangkan di pengadilan bertahun-tahun lamanya jika kasus tersebut 
terus naik banding, pilihan untuk melakukan mediasi sering kali menjadi 
salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan sengketa. Jika 
pihak-pihak yang bersengketa tetap ingin meneruskan usaha mereka atau 
hiduo dengan normal, sementara sedang konflik, mereka harus 
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memikirkan untuk memilih proses penyelesaian sengketa yang bisa 
menghasilkan penyelesaian sengketa masalah dengan cepat. 
3. Hasil-hasil yang Memuaskan Bagi Semua Pihak 
Pihak-pihak yang bersengketa pada umunya merasa lebih puas dengan 
jalan keluar yang telah di setujui bersama daripada harus menyetujui jalan 
keluar yang sudah di putuskan oleh pihak ketiga, misalnya hakim, wasit, 
petugas administratif.Kecuali dalam ksaus kriminal, ketidakpuasan 
semacam itu kelihatannya berlaku umum. 
4. Kesepakatan-kesepakatan Komprehensif dan “Customized” 
Penyelesaian sengketa mealaui cara mediasi bisa meyelesaikan sekaligus 
masalah hukum maupun di luar jangkauan hukum. Kesepakatan melalui 
mediasi sering kali mencakup masalah prosedural dan psikilogis yang 
tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum.Pihak-pihak yan terlibat 
bisa menambal sulam cara-caranya pemecahan masalah sesuai dengan 
situasi mereka. 
5. Praktik dan Belajar Prosedur-prosedur Penyelesaian Masalah secara 
kreatif 
Mediasi mengajarkan orang mengenai tekhnik-tekhnik penyelesaian 
masalah secara praktis yang bisa di gunakan untuk menyelesaikan 
sengketa dimasa mendatang.Komponen pendidikan mediasi sangatlah 
berbeda dengan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang secara 
eksklusif berorientasi pada hasil keputusan, seperti keputusan arbitrase 





6. Tingkat Pengendalian yang Lebih Besar dan Hasil yang Bisa Diduga 
Pihak-pihak yang memposisikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa 
mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil-hasil 
sengketa.Keuntungan dan kerugian menjadi lebih mudah di perkirakan 
dalam suatu penyelesaian masalah melalui negosiasi atau mediasi 
daripada melalui arbitrase dan pengadilan. 
7. Pemberdayaan Individu (Personal Empowement)  
Orang-orang yang menegosiasikan sendiri cara pemecahan masalah 
mereka seringkali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada 
mereka yang melakukan advokasi melalui wali, misalnya pengacara untuk 
mewakili mereka. Negosiasi-negosiasi melalui mediasi bisa merupakan 
sebuah forum untuk mempelajari dam mempergunakan kekuatan atau 
pengaruh pribadi. 
8. Melestarikan Hubungan yang Sudah Berjalan atau Mengakhiri Hubungan 
dengan Cara yang Lebih Ramah 
Banyak sengketa yang terjadi dalam kontekst suatu hubungan yang akan 
berlanjut di yahun-tahun mendatang. Cara penyelesaian melalui mediasi 
yang memperhatikan semua kepentingan pihak yang terlibat kerapkali 
bisa mempetimbangkan sebuah hubungan yang baik. Hal ini berarti 
bahwa penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan prosedur menang-kalah 
(win-lose), mediasi juga bisa mengubah sebuah hubungan dengan cara 
yang lebi halus. 





Pihak-pihak yang memediasikan perbedaan-perbedaan mereka bisa 
melihat sampai pada detail-detail pelaksanaan keputusan kesepakatan 
yang di negosiasikan atau di mediasikan dahulu, bisa mencakup prosedur-
prosedur yang ditambalsulamkan untuk mereka bagaimana caranya 
keputusan-keputusan tersebut bisa dilaksanakan.Kenyataan ini sering kali 
meningkatkan kemungkinan bagi pihak-pihak bersengketa untuk 
menyesuaikan dengan syarat-syarat penyelesaian masalah. 
10. Kesepakatan yang Lebih Baik daripada hanya Menerima Hasil Kompromi 
atau Prosedur Menang-kalah. 
Negosiasi-negosiasi yang dilakukan melalui mediasi berwawasan 
kepentingan bisa menghasilkan pernyataan-pernyataan yang lebih 
memuaskan bagi semua pihak jika di bandingkan dengan keputusan 
kompromi dimana sebagian pihak menanggung kerugian, sedangkan 
sebagian lagi menikmati keuntungan. Mediasi berwawasan kepentingan 
memungkinkan semua pihak untuk melihat cara-cara untuk memperbesar 
kue yang dibagi, meningkatkan kepuasan, atau mencari jalan keluar yang 
seratus persen menjamin keuntungan bagi semua pihak dan tidak akan ada 
kerugian bagi siapapun juga. 
11. Keputusan yang Berlaku Tanpa Mengenal Waktu 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung bertahan sepanjang 
masa dan jika akibat-akibat sengketa muncul kemudian, pihak-pihak yang 
bersengketa cenderung memanfaatkan sebuah forum kerjasama dalam 





kepentingan mereka daripada mencoba menyelesaikan masalah dengan 
pendekatan adversial. 
Menurut Dr. Syahrizal Abbas mediasi dapat memberikan keuntungan antara 
lain: 
1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif 
murah di bandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke 
pengadilan atau ke lembaga arbitrase 
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para [ihak pada kepentingan 
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, 
sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 
3. Mediasi memberiakn kesempatan para pihak untuk berparisipasi secara 
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
4. Mediasi memberikan kemampuan para pihak kemampuan untuk 
melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya 
5. Mediasi dapat ,mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrasi sulut di 
prediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus. 
6.  Mediasi memberikan hasil yang tahan uji  dan akan mampu menciptakan 
saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa 





7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memkasa yang di jatuhkan 
oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrasi.29 
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, 
karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan 
mereka secara adil dan saling menguntngkan.Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, 
dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan 
manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak 
telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan 
antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat 
di sepakati oleh kedua belah pihak.30 
B. Teori Efektivitas Hukum 
1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum 
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau 
sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan 
efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna  atau menunjang tujuan. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, 
pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau 
peraturan.31 
 
29Syahrizal Abbas, Mediasi, (Jakarta: Kencana Media Group. 2009). h. 25. 
30Syahrizal Abbas, Mediasi, (Jakarta: Kencana Media Group. 2009). h. 25. 





Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita 
pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian 
besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan 
hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan 
aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih 
jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum 
tergantung pada kepentingannya.32 
2. Teori-teori yang Menganalisis Efektivitas Mediasi 
Menurut Soerjono Soekanto33 bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum 
ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 
Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
a. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 
32Achmad Ali,  Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). (Jakarta: Penerbit 
Kencana.2009). hal. 375. 
33Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. 





Lawrence M. Friedman mengemukakan ada tiga unsur utama setiap sistem 
hukum, yaitu struktur hukum, substansi, dan budaya hukum. 
a. Struktur Hukum 
Struktur Hukum adalah bagian yang membentuk batasan secara 
keseluruhan.Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara penegak hukum 
seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, dan lembaga penegak 
hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK, dan lain-
lain.Masing-masing lembaga menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan 
dalam perundang-undangan.Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin 
oleh undang-undang.Sehingga dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 
pengaruh-pengaruh lain. 
b. Substansi Hukum 
Substansi Hukum adalah isi dari aturan-aturan dalam perundang-undangan 
yang hidup di tengah-tengah masyarakat.Substansi juga berarti produk yang 
dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup 
keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. 
c. Budaya Hukum 
Budaya Hukum atau Legal Culture sangat erat berkaitan dengan norma-
norma, sikap maupun adat yang telah mengakar dalam tatanan dimensi 
kehidupan masyarkat. 
Norma Hukum dapat dijumpai pada seluruh kelompok masyarakat, baik yang 





hampir seluruh  segi kehidupan masyarakat, baik secara sistematis yang di 
kodifikasikan maupun yang tidak dibukukan tetapi norma hukum itu dipakai 
untuk mengatur lalu lintas kehidupan dan tersebar yang oleh para ahli hukum 












34Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media 







A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang di gunakan dalam studi ini adalah penelitia 
lapangan ataudi sebut juga Field Research Kualitatif Deskriptif. Field 
Research Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara 
kualitatif mengenai objek yang dikaji berdasar kenyataan yang ada di 
lapangan.Secara sederhana Metode pengamatan penelitian lapangan (Field 
Research) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan 
pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam 
penyusunan karyailmiah. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Pengadilan 
Agama Pinrangkelas I-B yang terletak di kelurahan Maccorawlie, Watang 
Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.Lokasi ini dipilih sebagai 
tempat penelitian untuk memperole hasil yang spesifik menggali tentang 
keefektifan mediasi dalam suatu daerah dalam hal ini kabupaten Pinrang. 
3. PendekatanPenelitian 






a. kualitatif ,yaitu menggambarkan atau menguraikan situasi dan 
kondisi berdasar data yang diperoleh baik melalui ungkapan, 
wawancara, ataudokumen-dokumen yang telahada. 
b. Yuridis Formal, yaitu pendekatan yang di gunakan untuk 
mengkaji masalah berdasarkan ketentuan yang termuat dalam 
Undang-undang. Dalam hal ini hukum yang di konsepkan tersebut 
berkiblat padaPerma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi. 
4. Sumber Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
data kualitatif yang bersumber dari pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara. Adapun jenis data yang di perlukan bertitik tolak pada 
permasalahan yang diajukan dalam perumusan masalah, sehingga data 
yang diperlukan yaitu:  
a. Data tentang keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang 
Kelas I-B.  
b. Data tentang efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang kelas 
I-B 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data primer dan data sekunder. 
1. Sumber data primer 
Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari 





dari instansi setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian 
diperoleh dari hasil wawancara dengan instansi di Kantor Pengadilan 






2. Sumber data sekunder  
Data sekunder adalah  semua publikasi tentang hukum yang 
merupakan dokumen yang resmi.35 Sumber data sekunder adalah 
data-data yang diperoleh daribuku-buku sebagai data pelengkap 
terkait dengan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam 
penelitian ini adalah buku, Efektivitas pelaksanaan mediasi di 
pengadilan agama, strategi dan taktik mediasi berdasarkan Perma 
No. 1 tahun 2016 dan Perma No.1 tahun 2016 itu sendiri, 
sertabuku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan. 
Data sekunder dalam penelitian ini juga terhimpun dari artikel-
artikel dengan arsip-arsip yang erat kaitannya dengan obyek yang 
sedang diteliti.36 
3. Sumber data Tersier 
Sumber data tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang 
menjelaskan bahan primer dan bahan sekunder, yaitu berupa 
ensiklopedia maupun kamus ilmiah. 
5. Metode Pengumpulan Data  
Pengumpulan data adalahsuatu proses pengambilan data dengan 
menggunakan mata untuk mengamati. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan metode pengumpulan data sebagaiberikut: 
 
35Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 54 
36Amiruddindan Zainal Asikin, PengantarmetodePenelitianHukum, ( Jakarta: Raja 






a. Observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis 
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Secara intensif teknik observasi 
ini digunakan untuk memperoleh data dilokasi penelitian. Data yang 
diobservasi ditujukan sesuai judul, baik dalam konteks hubungan 
personal maupun interpersonal dalam bentuk ucapan dan tindakan 
yang mengandung nilai-nilai islami. 
b. Interview (wawancara), adalah proses Tanya jawab lisan antara dua 
orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam 
pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari 
tangan pertama, menjadi pelengkap terhadap data yang 
dikumpulkan melalui alat lain dan dapat mengontrol terhadap hasi 
lpengumpulan data alat lainnya. Langkah ini di tempuh untuk 
menghimpun data mengenai Prosedur pelaksanaan Mediasi di 
Pengadilan Agama Pinrang dengan cara berdialog secara langsung 
dengan para pegawai serta Hakim  Pengadilan dan Masyarakat yang 
menempuh jalur rmediasi 
6.  Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian yang digunakan untuk memperoleh data 
penelitian setelah memasu ketahap pengumpulan data dilapangan 
adalah observasi ,wawancara, dokumen, dan media elektronik serta alat 
tulis. Instrument inilah yang akan menggali data dan sumber informasi. 





Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses 
mengelola  data yang diperoleh kemudian diartikan dan 
diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat 
penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 
lain: 
a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan 
data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan 
yang relevan. Data yang diambil adalah data yang 
berhubungan dengan pokok masalah penelitian. 
b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data 
yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan 
penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh 
para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas 
suatu masalah. 
c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasilpenelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan 
keabsahan data yang akan  dideskripsikan dalam 
menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
bertujuan mendapatkan data yang berkualitas dan factual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber 
bacaan. 





Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang 
diperoleh dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah 
dibaca dan di interpretasikan. 
Metode analisis data merupakan cara ataulangkah yang 
dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif .Metode 
analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik objek 
penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing 
variabel` maksudnya adalah di dalam skripsi ini, peneliti akan 
menganalisis efektivitas Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B 
7. Pengujian Keabsahan Data 
Melakukan pengujian data dan materi yang akan disajikan, ada tiga 
cara yang dilakukan, sebagai berikut:  
1. Meningkatkan ketekunan  yaitu melakukan pengamatan secara 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan 
ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskriptif data 
yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 
2. Deskriptif pada umumnya digunakan untuk menguraikan, 
mengutip atau memperjelas bunyi aturan undang-undang. 
Menggunakan bahan refrensi adalah sebagai pendukung untuk 





3. Komperatif yang pada umumnya digunakan untuk 
membandingkan perbedaan pendapat, terutama pada materi 



























ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA   
PINRANG KELAS I-B 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B 
 
1. Letak Geografis 
 
Pengadilan Agama Pinrang Terletak Dikabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang 
dengan keadaan Geografis Terletak antara : 
Lintang Selatan :30 19' 13" - 40 10' 30" 
Bujur Timur :1190 26' 30" - 1190 47' 20" 
Kabupaten Pinrang Terletak dibagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan dengan 
luas Wilayah 1.961.77 Km2 dengan batas-batas sebagi berikut : 
Sebelah utara : Kabupaten Tanah Toraja 
Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang 
Sebelah Selatan : Kotamadya Pare-Pare 
Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa dan Selat Makassar 
Secara Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 
Kecamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan 
Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang37 
 





2. Dasar hukum berdirinya 
1) Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah mahkamah  dan lain-
lain Badan Kehakiman  menurut UU/UUD 1945 Pasal 24  (1) 
2) Susunan dan kekuasaan badan keahkiman diatur dengan UU/UUD 1945 
Pasal 24  (2) 
3)  Apabila peradilan itu menurut hokum yang hidup merupakan satu bagian 
tersendiri dan peradilan  swapraja/UU Darurat Nomor 1/1951 Pasal (4) 
4) Berdasarkan peraturan Perundang-undangan / UU No.14/1970 Pasal 2 (1) 
5) Kekuasaan Kehakiman  dalam lingkungan : 
a. Peradilan Umum 
b. Peradilan Agama 
c. Peradilan Militer 
d. Peradilan Tata Usaha Negara/UU NO.14/1970 Pasal 10 (1) 
6) Peraturan Pemerintah (PP.No.45/1957) 
7) Undang-undang No.1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan38 
 
3. Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang 
Memperhatikan Sejarah pengadilan Agama di Indonesia merupakan sejarah 
hukum indonesia, karena sistem hokum di indonesia dikenal sebagai Pluralistis 
sifatnya dan terdiri dari berbagai hukum di indonesia diantaranya : 
-          Hukum Adat. 
 





-          Hukum Islam. 
-          Hukum Perdata.39 
4. Tugas Pokok dan fungsi  Pengadilan Agama Pinrang 
Tugas Pokok dan fungsi  Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB telah diatur 
dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 
diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok kekuasaan 
Kehakiman No.14 Tahun1970 dengan perubahannya yaitu undang-undang No. 4 
Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 
Tugas pokok peradilan pada umumnya  dan Peradilan Agama pada khususnya 
ialah:menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara 
yang diajukan kepadanya.  Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu Lembaga 
peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan  kehakimanYuridiks. 
5. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pinrang 
 
 





Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta Wilayah Kota Pinrang terdiri 12 
Kecamatan yaitu : 
1.   Kecamatan Suppa jaraknya 22 km terdiri dari : 
a. Desa Watang Suppa 
b.  Desa  Tellumpanua 
c. Desa Lero 
d. Desa Wiring Tasi 
e. Desa Lotang Salo 
f. Desa Maritengngae 
g. Desa Tasiwalie 
h.   Desa  ujung Labuang 
i. Desa Polewali 
j.  Desa Watang Pulu 
2.    Kecamatan Mattiro. Sompe jaraknya 17 km terdiri dari : 
a. Kelurahan Langnga 
b. Kelurahan Pallameang 
c. Desa ttongang-tongang 
d. Desa Samaenre 
e. Desa  Patobong I 
f. Desa Patobong II 
g. Desa Massulowalie 





i. Desa Mattombong 
j. Desa Siwolong Polong 
3.    Kecamatan Lanrisang jaraknya 19 km terdiri dari : 
a. Desa Lanrisang 
b. Desa Mallongi-longi 
c. Desa Ammassangang 
d. Desa Lerang 
e. Desa Samaulue 
f.  Desa Barang Palie 
g. Desa Waetuo 
4.    Kecamatan Mattiro Bulu jaraknya 19 km terdiri dari : 
a. Kelurahan Manarang 
b. Kelurahan Padaidi 
c. Desa Pananrang 
d. Desa Padakkalawa 
e. Desa Marannu 
f. Desa Alitta 
g. Desa Padaelo 
h. Desa Bunga 
i. Desa Makkawaru 





a. Kelurahan Sawitto 
b. Kelurahan Jaya 
c. Kelurahan Siparappe 
d. Kelurahan Salo 
e. Kelurahan Sipatokkong 
f.  Kelurahan Penrang 
g.   Kelurahan Bentenge 
h. Kelurahan Maccorawalie 
6.    Kecamatan Paleteang jaraknya 3 km terdiri dari : 
a. Kelurahan Temmassarangnge 
b. Kelurahan  Maccinae 
c. Kelurahan Pacongan 
d. Kelurahan Laleng Bata 
e. Kelurahan Benteng Sawitto 
f. Kelurahan Mamminasae 
7.    Kecamatan Tiroang jaraknya 7 km terdiri dari : 
a. Kelurahan Mattiro Deceng 
b. Kelurahan Tiroang 
c. Kelurahan Marawi 
d. Kelurahan Pakkie 
e. Kelurahan Pammase 





a. Kelurahan Teppo 
b. Kelurahan Tonyamang 
c. Kelurahan  Benteng 
d. Kelurahan Maccirinna 
e. Desa Leppangang 
f. Desa Malimpung 
g. Desa Sipatuo 
h. Desa Padangloang 
i. Desa Pincara 
j. Desa Mattiro Ade 
9.    Kecamatan Cempa jaraknya 14 km terdiri dari : 
a. Kelurahan Cempa 
b. Desa Mangki 
c. Desa Mattunru-tunrue 
d. Desa Sikkuale 
e. Desa Tadang Palie 
f. Desa Salipolo 
g. DesaTanra Tuo 
10.  Kecamatan Duampanua jaraknya 29 km terdiri dari : 
a. Kelurahan Lampa II 
b. Kelurahan Tuo 





d. Kelurahan Pekkabata 
e. Kelurahan Tate 
f. Kelurahan Bittoeng 
g. Kelurahan Paria 
h. Kelurahan Bababinanga 
i. Desa Kaliang 
11. Kecamatan Batu lapppa jaraknya  23 km terdiri dari : 
a. Desa Kassa 
b. Desa Kasepalau 
c. Desa Batulappa 
d. Desa Tapporang 
e. Desa Watang Kassa 
12. Kecamatan Lembang jaraknya  23 km terdiri dari : 
a. KelurahanTadokkong 
b. Kelurahan Betteng 
c. Desa Binanga Karaeng 
d. Desa Rajang 
e. Desa Letta 
f. Desa Ulusaddang 
g. Desa Suppirang 
h. Desa Pakeng 





j. Desa Kariango 
k. Desa  Lembang Mesa Kada 
l. Desa Sali-Sali 
m. Desa Sabbang Paru 
n. Desa Basseang40 
 
6. VISI Pengadilan Agama Pinrang 
“ Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang Yang Bersih, Berwibawa dan 
Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Menuju Supermasi Hukum.” 
MISI Pengadilan Agama Pinrang 
1.     Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan; 
2.     Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan; 
3.     Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif; 
4.     Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat; 
5.     Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan 
6.     Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.41 
B. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1-B 
Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 
 
40Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Pinrang 





Ketentuan tentang perdamaian yang kemudian disebut sebagai mediasi 
terdapat pada pasal130 HIR/154 Rbg yang menyebutkan bahwa apabila pada hari 
sidang yang telah di tetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus 
berusaha mendamaikan mereka.Hakim berperan aktif mendamaikan para pihak 
dan menunda sidang untuk untuk memberikan kesempatan para pihak 
mengadakan perdamaian. Kemudian pada sidang berikutnya apabila perdamaian 
berhasil maka hasil perdamaian yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah 
tangan disampaikan kepada hakim di persidangan. Hakim akan menjatuhkan 
putusan perdamaian (acte van vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah 
pihak untuk memenuhi isi perdamaian. Kekuatan putusan perdamaian tersebut 
sama dengan putusan biasa dan dapat di eksekusi dan tidak dapat dilakukan upaya 
hukum. Usaha perdamaian tersebut terbuka sepanjang pemeriksaan di 
persidangan.42 
Di Indonesia integrasi mediasi di pengadilan di mulai Ketua Mahkamah 
Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 yang 
kemudian di revisi dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2003 yang 
kemudian di revisi dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 yang 
mengatur mengenai prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di 
pengadilan secara damai. Kebijakan ini merupakan terobosan hukum bersejarah 
dalam sistem peradilan di Indonesia.43 
 
42Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002,) 
hal. 105. 
 
43Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam 





Secara umum, Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan 
jalan perdamaian menggunakan pihak ke tiga sebagai mediator.Prosedur Mediasi 
secara bertahap di jelaskan dalam Perma No.1 Tahun 2016 dimana lebih jelas di 
bahas pada BAB IV yakni tahapan Pramediasi. 
Dari hasil pengamatan penulis selama persidangan berlangsung di 
pengadilan agama pinrang  penulis menilai sudah sesuai dengan perma No. 1 
Tahun 2016 Bab IV –  Bab VI bahwa : 
Pada Hari sidang yang telah di tentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, 
Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh 
Mediasi (Pasal 17 (1)) 
Pemanggilan Pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan 
pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara (Pasal 17 
(3)) 
Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada 
para pihak (pasal 17 (6)) 
Penjelasan sebagaimana di maksud pada ayat (6) meliputi : 
a. pengertian dan manfaat mediasi; 
b. lewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan 
Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik 





c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim 
dan bukan pegawai Pengadilan; 
d. pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian atau pencabutan 
gugatan; dan 
e. kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan 
mediasi; (Pasal 17 (7)) 
Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi 
kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak: 
a. memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim 
pemeriksa perkara; 
b. memahami dengan baik prosedur mediasi; dan 
c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (pasal 17 (8)) 
Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di tanda 
tangani oleh para pihak dan / atau kuasa hukum segera setelah memperoleh 
penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang 
menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara. (pasal 17 (9)) 
Mediator wajib mendorong lahirnya ide-ide yang konstruktif bagi 
terciptanya komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi yang destruktif 
melalui penyebaran isu-isu menyudutkan yang tidak berhubungan dengan 





kepentingan para pihak dengan berbagai opsi untuk menjadi alternatif 
penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.44 
Dari hasil wawancara penulis kepada salah satu advokat di pengadilan 
agama pinrang beliau menjelaskan seputar persoalan mediasi dalam perannnya 
sebagai kuasa hukum mendampingi pihak yang di mediasi sebagai kliennya. 
“Hakim selalu berusaha untuk mendamaikan para pihak. Biasanya selalu di 
dahulukan dengan mendengarkan keterangan masing-masing. Baru setelah itu di 
cari jalan tengah”  ungkapnya ketika di wawancarai, selain itu beliau juga  
menegaskan bahwa hakim mediator menyampaikan pendapat biasanya dengan 
pertimbangan pertimbangan baik yuridis, psikologis dan sosiologis.45 
Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Bapak Syamsur Rijal 
Aliyah S.H.,M.H sebagai salah satu Hakim mediator di pengadilan agama 
pinrang, beliau menjelaskan bahwa para pihak berhak memilih mediatornya 
apakah dari mediator yang telah terdaftar di pengadilan ataupun mediator diluar 
pengadilan. Dan ini sesuai dengan pasal 19 yakni: 
Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat 
dalam daftar mediator di Pengadilan (pasal 19(1)) 
Jika dalam Proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, 
pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. 
(pasal 19 (2)) 
 
44M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke-4. Sinar Grafika (Jakarta, 2006). h. 263. 






Ketentuan lebih lanjut tentang daftar mediator sebagaimana dimkasud 
pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung. (pasal 19 
(3)) 
 Beliau juga menjelaskan bahwa rentan waktu pelaksanaan mediasi 1 bulan 
dengan waktu  yang digunakan biasanya 30 menit setiap kali pertemuan di ruang 
mediasi.Mediasi dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan, biasanya setiap 
pertemuan berlangsung selama 30 menit, apabila para pihak mulai saling sepaham 
dan muncul niat untuk berdamai maka mediasi di perpanjang 30 menit atau di 
jadwalkan pada pertemuan selanjutnya untuk para pihak yang bersangkutan.46 
Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak penetapan perintah melakukan mediasi. (pasal 24 (2)) 
Atas dasar kesepakatan Para pihak, jangka waktu mediasi dapat di 
perpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (pasal 24 (3)) 
Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan 
perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya. (pasal 24 (4)) 
Beliau ketika di wawancarai juga sempat menjelaskan bahwa apabila 
mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka peran mediator selanjutnya adalah 
merumuskan kesepakatan perdamaian,  lalu mediator melaporkan secara tertulis 
 
46bapak Drs Syamsur Rjal Aliyah S.H., M.H , Hakim Mediator Pengadilan Agama 





tentang keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Adapun yang di 
uraikan pada pasal 27 anatara lain : 
Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihka dengan bantuan 
mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam 
kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh para pihak dan 
mediator. (pasal 27 (1)) 
Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib 
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang: 
a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan; 
b. merugikan pihak ketiga; atau 
c. tidak dapat dilaksanakan. (pasal 27 (2)) 
Dalam proses mediasi yang di wakili oleh kuasa hukum, penandatanganan 
kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat 
pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas 
kesepakatan yang di capai. (pasal 27 (3)) 
Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian 
kepada hakim pemeriksa perkara agar di buatkan akta perdamaian. (pasl 
27 (4)) 
Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian di kuatkan 
dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat 





Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada 
hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan 
perdamaian.pasal 27 (6)) 
Setelah menerima kesepakatan perdamaian sebagaimana dimkasud dalam 
pasal 27 ayat (6), hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan 
menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. (pasal 28 (1)) 
Dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam akta 
perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan 
kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk 
tentang hal yang harus diperbaiki. (pasal 28 (2)) 
Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, Mediator wajib 
mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di perbaiki 
kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
tanggal penerimaan penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). (pasal 28 (3)) 
Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang 
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), 
Hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk 
membacakan akta perdamaian. (pasal 28 (4)) 
Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk 





Apabila Mediasi tidak berhasil maka sesuai pada Perma No. 1 Tahun 2016 pasal 
32 dimana: 
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan 
dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, 
dalam hal: 
a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling 
lama 30 (tigah puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana 
dimksud dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau 
b. Para pihak di nyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e. (pasal 32 (1)) 
Dari uraaian di atas terdapat kesesuaian antara hasil pengamatan dan 
wawancara penulis di Pengadilan Agama Pinrang kelas I-B dengan isi Perma No. 
1 Tahun 2016.Selama mengikuti jalannya persidangan di pengadilan agama 
Pinrang Kelas I-B penulis juga memperhatikan upaya hakim pemeriksa perkara 
untuk tetap mendorong terjadinya perdamaian antara pihak yang berperkara setiap 
kali persidangan sebelum hakim mengetuk palu putusan. Hal ini juga di tentukan 
dalam P erma No. 1 Tahun 2016 BAB VI Perdamaian Sukarela  Pasal 33 dimana: 
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim pemeriksa perkara tetap 
berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum 





Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada 
hakim pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap 
pemeriksaan perkara. (pasal 33 (2)) 
Setelah menerima permohonan para pihak untuk melakukan perdamaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis hakim pemeriksa 
perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim 
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan 
mengutamakan hakim yang bersertifikat. (pasal 33 (3)) 
Hakim Pemeriksa perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 
(empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). (pasal 33 (4)) 
Menurut soerjono Soekanto, penegalan hukum adalah kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-
kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan dengan sikap dan 
tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara  
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup47 
Jadi, Berdasarkan hasil penelitian baik dalam bentuk pertanyaan 
wawancara maupun pengamatan langsung penulis sealama melaksanakan 
peneltian di pengadilan agama Pinrang kelas I-B, menurut hemat penulis bahwa 
prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B telah sesuai dengan  
Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
 
47Soejono Soekanto. Faktor – Faktor yang mempengaruhi  Penegakan Hukum, ( Jakarta : 





C. Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Mediasi di pengadilan Agama 
Pinrang Kelas I-B 
 
Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk 
memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak 
bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, 
bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian 
yang disepakati oleh keduabelah pihak.48 
Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang 
penyelesaiansengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut 
dimaksudkan agarorang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar 
memiliki keterampilankomunikasi dan teknik-teknik perundingan yang 
memadai, selain itu seorangmediator juga harus dibekali kemampuan 
komunikasi yang baik serta mampumemotivasi orang lain yang sedang 
bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan olehMahkamah Agung atau 





48I. Made Sukadana, “Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata 
Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya 
ringan” Prestasi Pustaka, (Jakarta: 2012), h.112.  
49D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 
Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 





Tahap mediasi adalah suatu kewajiban dalam menangani suatu perkara di 
pengadilan. Hal ini tercatat dalam HIR  pasal 130 juga dalam perma No. 1 
Tahun 2016 pasal 4, dimana : 
Semua sengketa perdata yang di ajukan ke pengadilan termasuk perkara 
perlawanan (verzet) atau putusan verstek dan perlawanan pihak 
berperkara (partij verset) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap 
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih 
dahulu di upayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi, kecuali di 
tentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. (pasal 4 ayat 
(1)) 
Proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengadilan. 
Hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan prosedur mediasi dalam 
menangani perkara gugatan.Mediasi di rancang seefektif mungkin agar dapat 
meningkatkan eksistensi perdamaian di pengadilan. 
Kekuatan adalah faktor kunci dalam berunding/bermediasi. Keberhasilan 
mediasi di tentukanbukan karena belas kasiha, akan tetapi karena para pihak 
saling membutuhkan satu sama lain agar sengketa yang di perdebatkan dapat 
terselesaikan. Kebutuhan para pihak satu dengan yang lainnya tergantung pada 
ada tidaknya kekuatan masing-masing dari para pihak.Untuk itulah perlu 
dibangun suatu kekuatan sebagai upaya memperkuat posisi dalam mediasi. 
Dalam mediasi ada beberapa jenis kekuatan yaitu : 
1. Kekutan Hukum; 





3. kekuatan politik; 
4. kekuatan sosial; 
5. kekuatan moral;50 
Pelaksanaan mediasi yang bersifat tertutup memungkinkan para pihak untuk 
bermusyawarah lebih dalam membahas segala aspek dan tidak terbatas pada 
obyek perkara.Penyelesaian di bentuk sesuai keinginan para pihak yang bertikai 
dan di terima tanpa paksaan dari pihak manapun.  Sehingga dengan mufakat 
yang kolaboratif akan menciptakan hasil seimbangan antara para pihak yang 
berperkara (win-win Solution).   
Dalam tahapan mediasi diperlukan adanya penawaran kooperatif 
dimanaantara para pihak bisa saling memberikan bentuk penawaran untuk 
tujuan dankepentingan bersama. Menurut Gerry Goodpaster penawaran 
kooperatif dibagimenjadi dua jenis, yaitu tawar-menawar kompromi dan tawar 
menawar integrative,selanjutnya dijelaskan bahwa di antara keduanya terdapat 
kemiripan-kemiripan dankeduanya terkadang menggunakan beberapa teknik 
yang sama. Namun masingmasing berbeda dalam tujuan dan kelihatan lain 
maksud dan pendekatannya51 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak yang di 
mediasi sebagai pihak penggugat dalam kasus cerai gugat bahwa hakim 
mediator telah berupaya mendamaikan dengan pihak tergugat, dengan 
menggunakan pendekatan agama, keluarga dan lingkungan dan lain sebagainya 
 
50H. Ahmad “ Eksistensi dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan : Fakultas Syariah dan ekonomi IAIN Mataram” Vol.13 No. 1 Juni 2014.  
51Gerry Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Terjemahan Nogar Simanjuntak, 





juga telah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila tetap 
melanjutkan perkara, namun menurut pihak penggugat sudah menetapkan dari 
awal mendaftarkan perkara ke pengadilan untuk tetap pada permohonan. “saya 
sebagai pihak penggugat memang sudah sungguh-sungguh dari awal untuk 
menyelesaikan masalah ini dengan jalan pisah, karena jauh sebelum mediasi 
saya sudah pertimbangkan segala dampak dan kemungkinan lain yang akan 
saya hadapi ketika akan mengambil keputusan untuk cerai gugat.”52 
Walaupun secara norma hukum mediasi sudah efektif namun, secara 
praktik mediasi tetap saja beresiko gagal. Peluang mediasi untuk mendamaikan 
pihak bersengketa di pengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor para 
pihak sendiri, faktor kebudayaan masyarakat setempat, faktor mediator/penegak 
hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor perundang – undangan. Dan salah 
satu faktor yang paling mempengaruhi kurangnya angka keberhasilan mediasi 
di pengadilan Agama Pinrang kelas I-B menurut pengamatan penulis adalah 
dari faktor para pihak itu sendiri. Dari banyaknya perkara perdata yang terdaftar 
di kantor pengadilan agama Pinrang Kelas I-B hanya sebagian kecil yang 
melalui proses mediasi, di karenakan pihak tergugat tidak menghadiri agenda 
sidang pemeriksaan. Sementara dalam Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) 
huruf b  menegaskan bahwa sengketa yang di kecualikan dari kewajiban 
penyelesaian melalui mediasi ialah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan 
tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah di panggil secara patut. 
 
52Ibu Nur Asma , Pihak yang di Mediasi sebagai penggugat dalam Perkara Cerai Gugat,, 






Sehingga hal tersebut menyebabkan penumpukan perkara juga banyaknya 
perkara yang di putus secara verstek. 
Agar dapat memahami lebih jelas Peluang dan tantangan Pelaksanaan 
mediasi di Pengadilan Agama Pinrang kelas I-B, berikut penulis sajikan dalam 
bentuk tabel. 
Tabel 4.1.Peluang dan Tantangan Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang 
Kelas I-B 
Peluang Tantangan 
Pelaksanaan mediasi bersifat tertutup 
memungkinkan para pihak untuk 
bermusyawarah lebih dalam 
membahas segala aspek dan tidak 
terbatas pada obyek perkara. 
Para Pihak bersengketa kurang 
berikad baik dalam menempuh 
mediasi 
Penyelesaian di bentuk sesuai 
keinginan para pihak yang bertikai 
dan diterima tanpa paksaan dari pihak 
manapun. 
Pihak bersangkutan (tergugat) tidak 
mengahdiri agenda sidang 
pemeriksaan sementara dalam Pema 
No.1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) 
huruf b menegaskan bahwa sengketa 
yang di kecualikan dari kewajiban 
penyelesaian melalui mediasi ialah 
sengketa yang pemeriksaannya 
dilakukan tanpa hadirnya penggugat 
atau tergugat yang telah di panggil 
secara patut. 
Para Pihak yang bersengketa bebas 
memilh pihak ketiga sebagai 
Mediator. Baik mediator yang telah 






di luar dari Pengadilan. 
Mediasi dapat di lakukan di ruang 
Mediasi Pengadilan atau tempat lain 
di luar pengadilan yang telah di 
sepakati oleh para pihak. 
 
 
D. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-
B 
 
Untuk menentukan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 
Pinrang Kelas I-B, peulis menggunakan laporan perkara yang dimediasi di 
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tahun 2019, 2020.Data tersebut 
merupakan ranggkuman selama 1 (satu) tahun perkara yang dimediasi di 
Pengadilan Agama Pinrang baik perkara yang berhasil dimediasi maupun 
perkara yang tidak berhasil dimediasi.Dengan laporan dengan mudah dapat 
diketahui jumlah perkara yang dimediasi beserta presntasi keberhasilan mediasi 
pada tahun 2019, 2020. Tapi sebelum penulis menunjukan daftar tabel mediasi 
terlebih dahulu  penulis akan menunjukan diagram untuk jumlah perkara 
perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tahun 2018, 
2019, 2020. Khusus tahun 2020 penulis hanya menyajikan data sejak bulan 
januari hingga bulan mei, hal ini di karenakan waktu penyusunan penelitian ini 













Dari diagram di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa telah terjadi 
peningkatan jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama 
Pinrang Kelas I-B per tahunya, pada tahun 2018 perkara perdata gugatan yang 
masuk sebanyak 883, Untuk tahun 2019 perkara perdata gugatan yang masuk 
sebanyak 1.062 dan. Pada pertengahan tahun 2020 perkara perdata gugatan 
yang masuk sebanyak 394 periode januari – Mei. 
Berikut penulis menyajikan data laporan perkara yang dimediasi di 
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tiap tahunnya sebagai berikut :  
 
Tabel 4.2. Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 
I-B Tahun 2019 
 













dimediasi Berhasil Tidak berhasil 
1 Januari 8 0 8 
2 Februari 8 0 8 
3 Maret 5 0 5 
4 April 5 0 5 
5 Mei 11 0 11 
6 Juni 3 0 3 
7 Juli 13 0 13 
8 Agustus 8 1 7 
9 September 8 0 8 
10 Oktober 7 0 7 
11 November 3 0 3 
12 Desember 8 0 8 
Total 87 1 86 
 
 
Untuk menghitung persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 








𝑥100%73 = 1,14 % 
 
 Perhitungan presentasi perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan  
Agama Pinrang Kelas I-B selama tahun 2019 adalah sebesar 1,14% . 
 
Tabel 4.3. Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Negeri Sugguminasa 
Tahun2020 
 
No Bulan Perkara yang 
dimedias 
Keterangan 
Berhasil Tidak berhasil 
1 Januari 8 1 7 
2 Februari 4 0 4 
3 Maret 6 0 6 
4 April 11 0 11 









𝑥100%73 = 3,22 % 
 
 Perhitungan presentasi perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan  
Agama Pinrang Kelas I-B selama tahun 2020 pada bulan 1-5 adalah sebesar 
3,22 % . 
Berdasarkan hasil keseluruhan tabel dapat dilihat tingkat keberhasilan 
mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tahun 2019 dan pertengahan 
tahun 2020 relatif rendah, hal ini bisa dilihat dari presentasi keberhasilan mediasi 
pada tahun 2019mencapai 10,4 %  dimana perkara yang berhasil di mediasi 
sebanyak 1 perkara yakni cerai gugat dengan Nomor 635/pdt.G/2019/PA Pinrang. 
Pada pertengahan tahun 2020 persentase keberhasilan mediasi mencapai 3,22%  
dimana perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 1 yakni perkara cerai gugat 
dengan Nomor 109/Pdt.G/2020/Pa Pinrang. Dengan demikain tingkat 
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B masih relatif rendah 
dan dapat menyebakan penumpukan perkara karna masih banyak perkara yang 
diputus melalui jalur Litigasi namun patut di apresiasi karena setiap tahun 












 Berdasarkan uraian pada bab- bab sebelumnya, maka penulis 
menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksaan Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang secara umum telah 
sesuai dengan Prosedur yang tertuang dalam Perma No. 1 Tahun 2016. 
2. Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B memiliki peluang untuk 
mencapai perdamaian, hal-hal yang mendukung adalah karena mediasi 
bersifat tertutup, memberikan kesempatan para pihak untuk merundingkan 
persoalan tidak terbatas hanya pada obyek perkara, juga bentuk yang 
kerjasama dan kolaboratif sangat memungkinkan untuk menguntungkan 
masing-masing pihak yang berperkara (win-win solution). Namun, terlepas 
dari segala keuntungan dan manfaat mediasi,  mediasi tetap beresiko 
gagal, ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di 
antaranya adalah faktor para pihak itu sendiri, faktor penegak 
hukum/mediator, faktor kebudayaan masyarakat setempat, faktor sarana 
atau fasilitas, faktor perundang – undangan itu sendiri. 
3. Pelaksanaan Mediasi di pengadilan Agama Pinrang kelas I-B bila di tinjau 
dari jumlah perkara perdata yang terdaftar dengan jumlah yang berhasil di 
mediasi , maka penulis menilai belum efektif, faktor yang paling 





Agama Pinrang Kelas I-B adalah karena pada saat pemeriksaan perkara, 
pihak tergugat tidak hadir setelah di panggil secara patut. Dalam Perma 
No.1 tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b menerangkan bahwa sengketa 
yang di kecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi di 
antaranya adalah sengketa yang pemerikasaannya dilakukan tanpa 
hadirnya penggugat atau tergugat yang telah di panggil secara patut. Hal 
ini mendorong banyak nya perkara perdata yang di putus secara 
verstekoleh Ketua Majelis tanpa melalui proses Mediasi. 
B. Implikasi Penelitian 
 Setelah penulis menganalisis tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan 
Agama Pinrang Kelas I-B maka penulis memberikan masukan agar upaya 
pelaksaan mediasi dapat berjalan dengan efektif, di antaranya : 
1. Pengadilan Agama Pinrang kelas I-Bperlu mensosialisasikan PERMA No. 
1 Tahun 2016 kepada masyarakat agar lebih faham keunggulan dan 
manfaat mediasi sebagai jalan peneyelesaian sengketa yang dapat  
menguntungkan para pihak  berperkara. 
2. Agar Pegawai dan Staf Pengadilan Agama pinrang Kelas I-B 
meningkatkan kemampuan dan kualitas penyimpanan data secara 
elektronik, dengan memassifkan kerja di bawah sistem IT, dengan begitu 
segala informasi terbaru tentang Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B 
dapat terpublikasikan melalui website resminya, juga semua data 
khususnya data terkait mediasi yang baru dan yang lama dapat mudah di 





3. Agar Hakim mediator di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B untuk 
kedepannya dapat mengevaluasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan  
sehingga segala aspek yang mendukung keberhasilan mediasi dapat lebih 
di tingkatkan baik dalam Hal Sarana dan fasilitas, para piahak yang di 
mediasi, maupun Hakim mediator. 
4. Kepada para pihak yang bersengketa agar lebih mengutamakan 
perdamaian dalam menyelesaikan masalah. Melalui mediasi para pihak 
dapat saling di untungkan, menghindari konflik berkepanjangan juga tetap 
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LokasiPenelitian : Kantor Pengadilan Agama Pinrang 
 
Gambar 1  : Kantor Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B 
 







Gambar 3 dan 4: Pengambilan data di Ruang Panmud 
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